
1

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN PAPUA

R

E

N

J

A

TAHUN 2020



2

Kata Pengantar

Puji dan sykur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang maha kuasa

sehingga rencana kerja Dinas Kesehatan Papua tahun 2020 ini dapat

kami selesaikan meskipun banyak terdapat kekurangan dalam

penyusunanya, kiranya rencana kerja ini dapat berguna, untuk

mendukung pembangunan kesehatan di papua.

Jayapura,28 mei tahun 2019
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen rencana tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah,dan mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan

pemerintahan daerah, karena secara substansi merupakan penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sesuai arahan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) tahun 2020,

seperti apa yang diamantakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

SKPD mangacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
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3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja

hasil (outcome),indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi

dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Guna memadukan tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD

dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam

mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu

Papua bangkit Mandiri dan Sejahtera  untuk  Sektor kesehatan

mempunyai visi yaitu papua sehat menuju papua bangkit dan sejahtera

ada Lima Visi besar yaitu  :

1. Meningkatkan pelibatan  peran serta masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam pembangunan kesehatan.

2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan  yang merata,

bermutu, terjangkau, dan berkeadilan.

4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit penyakit menular,

tidak menular, dan penyakit terabaikan.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang

kesehatan

Selama lima ( 5 ) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil

Gubenur Papua dan lima ( 5 ) tahun pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang telah

berakhir tahun 2018 lalu untuk sektor kesehatan banyak target –

target Pembangunan yang harus dievaluasi meliputi HIV/AIDS, TBC,

Malaria, penyakit terabaikan yaitu, kusta, frambusia, angka kematian

Ibu dan anak, Gizi buruk penyakit tidak menular, masalah imunisasi

yang kini menjadi pembunuh nomor satu.

Dinas kesehatan Provinsi Papua pada tahun 2013 telah menerapkan

kebijakan pembangunan kesehatan secara strategis dan

berkesinambungan sampai tahun 2018 dan menjadi acuan dalam
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penyusunan renja tahun 2020 yang disusun di tahun 2020 sesuai

dengan periode RPJMD dilanjutkan dengan mebuat tiga peraturan

Gubernur nomor 6 tentang jaminan pembiajaan pelayanan

kesehatan masyarakat papua, pergub nomor 7 tentang sistem

rujukan pelayanan kesehatan di provinsi papua dan pergub nomor 8

tentang petunjuk teknis pengunaan dana otonomi khusus bidang

kesehatan sebesar 15 % ( lima belas per seratus) di tahun 2014 dan

awal dimulainya RPJMD serta RENJA Dinas Kesehatan Provinsi

Papua. dengan langkah awal yang dilakukan adalah membuat

regulasi sebagai turunan dari Undang- Undang Otonomi Khusus

Nomor 21 tahun 2001 yaitu membuat peraturan Gubernur Nomor 5,

6, 7 dan 8 sebagai pijakan awal menyusun pembangunan kesehatan

dipapua, menata srtuktur organisasi dinas kesehatan, membangun

koordinasi Internal antara kepala Dinas Kesehatan, kepala Bidang,

Seksi, pengelola Program  dalam rangka membangun harmonisasi

kerja, kordinasi dan singkronisasi kebijakan, visi baru pembangunan

kesehatan dipapua, pada tahun 2015, 2016,2017 serta 2018

menyelenggarakan tiga kali rapat kerja kesehatan dimaksudkan

terjadinya koordinasi pembangunan kesehatan antara Dinas

Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota serta pertemuan

rutin dalam rangka pengembangan pengetahuan petugas kesehatan.

Selain Beberapa langkah –langkah strategis lainya yaitu menyusun

dan mempresentasekan Grend design Pembangunan Kesehatan

Papua di Badan perencanaan pembangunan Daerah Papua,

Kementerian Kesehatan sebanyak 3 kali, Bappenas RI DPR RI

tentang masa depan pembangunan kesehatan dipapua.

Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 banyak capaian –capaian

yang telah dilaksanakan dengan program –program serta kegiatan

strategis misalnya pelayanan kesehatan terbang –terapung dan kaki

telanjang ( satgas kijang ), pelaksanaan kartu papua sehat,

melibatkan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan, kerja sama

dengan lembaga penerbangan lembaga mitra pembangunan
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kesehatan dan program –program strategis lainya menurunkan

angka kematian ibu dan anak dan pada tahun 2016 konsistensi

kinerja dinas kesehatan masih terus berlanjut dengan

menyelengarakan rapat kerja kesehatan daerah sebanyak dua kali.

Keterkaitan Prioritas Program dalam Renja SKPD dapat di

Gambarkan dalam Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum

dalam gambar dibawah,. Di samping keberhasilan pembangunan

kesehatan masih banyak daerah yang mengalami masalah kejadian

luarbiasa yaitu kejadian kematian anak dan balita di Mbua kabupaten

nduga tahun 2015, kematian bayi,balita di yigi samenage kabupaten

Yahukimo tahun 2016 dan 2017, kematian bayi balita di Kabupaten

Deiyai Papua tahun 2017 serta yang terakhir masalah Kejadian Luar

Biasa Gizi buruk di di Kabupaten Asmat tahun 2018 masalah gizi

buruk secara kerangka pikir bukan merupakan rangung jawab sektor

kesehatan semata namun merupakan tangungjawab Dinas

Pertanian, pertenakan, perikananan serta Dinas Pekerjaan Umum

dengan cara melakukan sinergitas program kedepan sinergitas

program dalam rangka penangulangan Gizi Buruk perlu di

tingkatkan. Secara medis banyak hal yang sudah kami lakukan

dalam rangka melakukan pencegahan pasca kejadian yaitu dengan

mengirim Tim secara langsung ke tempat kejadian melakukan

rehabilitasi medis dengan melakukan kerjasama dengan TNI/Porli,

tokoh masyarakat, serta Agama.
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Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
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1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kesehatan Provinsi

Papua dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional;

2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2015-2019;

13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2010;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendaliandan evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standart

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 14 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua

2013-2018;

18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No...... Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi PapuaTahun 2018

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019,
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dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Tahun 2020.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020,

meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

1.2Landasan Hukum

1.3Maksud dan Tujuan

1.4Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019

2.5 . Rekomendasi Catatan Strategis

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2. Visi dan Misi SKPD

3.3  TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

3.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
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2.5 . Rekomendasi Catatan Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daeerah (SKPD) danPencapaian Perencanaan Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua s/d

Tahun 2019 (tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam

tabel dibawah. Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam rencana

kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 berdasarkan tugas

pokok dan funggsi dinas kesehatan Provinsi Papua Mengacu pada

uraian tugas Dinas kesehatan Provinsi sesuai dengan Peraturan

Gubernur  Nomor 8 Tahun 2015 BAB II Tentang Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu :

1. Dinas Kesehatan Mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan

pemerintah dibidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainya

yang diberikan oleh Gubernur

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat

1, Dinas Kesehatan Mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan fungsi dibidang kesehatan

b. Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum

dibidang kesehatan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan

d. Pelaksanaan ketata usahaan dinas kesehatan

e. Pengelolaan UPT

f. Pelaksanaan tugas lain yang diminta oleh gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Untuk maksud tersebut penjabaran rencana kerja SKPD Dinas

Kesehatan Provinsi Papua mengacu pada tugas utama Dinas
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kesehatan Provinsi Papua dalam merumuskan program –program

dan kegiatan Prioritas pembangunan tahun 2019.

2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan  rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat stretagis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Isu strategis

merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap

proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima)

tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah

daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada

masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara

sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi

tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan

daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan

pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh

yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun

berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang
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akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk untuk

mengantisipasi berbagai ancamannya digambarkan sebagai berikut :

1. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang

berkualitas masih rendah

2. Masih tingginya angka penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TB,

dan penyakit endemik malaria

3. Masih tingginya penyakit terabaikan seperti kusta, frambusia,

taneasis citi sercosis, filariasis, penyakit bersumber vektor dan

penyakit terabaikan lainnya.

4. Status gizi ibu dan anak terutama dari keluarga miskin sangat

rendah, serta masalah gizi buruk masih tinginya angka kematian

ibu dan anak

5. Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan

6. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah serta Status gizi

masyarakat masih rendah

7. Masih kurangnya pendekatan promotif dan preventif kesehatan

bagi masyarakat dan UKBM seperti Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) dan Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam)

8. Masih rendahnya akses masyarakat pada pemenuhan kesehatan

dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya

distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-

obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat

belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat

9. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan

balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan

menular berbahaya

10.Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan

pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya

bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan

adanya mata pencaharian (livelihood) yang menyebabkan

rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah kampung,
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11.Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)  yang masih rendah sebagai akbibat dari tingkat pendidikan

dan ekonomi yang relatif  masih rendah, sosial dan budaya yang

sangat beragam.

12.Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan (dokter,

perawat,  bidan, dan Apoteker)

13.Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

yang masih kurang terintegrasi antara pemerintah Pusat, Provinsi,

dan Kabupaten/Kota  sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi

daerah. Akibatnya banyak program dan kegiatan yang

direncanakan pemerintah Pusat dan Provinsi tidak searah dengan

bidang kesehatan yang menjadi prioritas Kabupaten/Kota atau

tumpang tindih.

14.Penentuan Program dan Kegiatan yang berbasis dokumen

perencanaan, data yang akurat dan pencapaian kinerja tahun

sebelumnya belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut

mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap

tahun sangat berbeda dengan yang direncanakan dalam

RENSTRA maupun RPJMD. Selain itu penentuan program dan

kegiatan sering tidak didukung oleh data yang akurat sebagai

akibat dari belum berjalannya sistim informasi kesehatan (SIK)

belum berjalan dengan baik bahkan di beberapa daerah sama

sekali belum berjalan. Sebagian besar Kabupaten/Kota belum

membuat LAKIP secara rutin mengakibatkan kurangnya informasi

dan data tentang pencapaian kinerja pembangunan kesehatan

pada masing-masing bidang. Hal ini berdampak pada penetuan

target yang ingin dicapai dari setiap pelaksanaan program dan

kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah.

15.Kemampuan manajerial Pejabat pada Dinas Kesehatan dan

pengelola fasilitas kesehatan yang masih relatif rendah, terutama di

tingkat Kabupaten/Kota.
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16.Belum tercapainnya prioritas –prioritas pembangunan nasional

untuk sektor kesehatan di papua seperti Imunisasi, Gizi Buruk,

prevalensi TBC HIV,AIDS serta masih tingginnya anka kematian

Ibu dan Anak.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Papua Tahun
2019

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja satuan kerja perangkat

daerah ( SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis ( Renstra )

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua dari tahun 2013 sampai

tahun 2018 semakin baik sebagai wujud evaluasi RPJMD tahun 2013 -

2018, serta pijakan awal penyusunan RPJMD sesuai dengan indikator

pembangunan kesehatan dan sebagai tindak lanjut serta acuan

penyusunan program/kegiatan dalam rencana kerja tahun

2019,2020,2021,2022 dan periode akhir penyusunan RPJMD baik

realisasi fisik program maupun kegiatan ditahun 2018 pencapaian

target kinerja sampai triwulan ke 4 per tangal 31 desember mencapai

81,26%. Berdasarkan pelaksanaan tahun 2018 maka sampai dengan

akhir tahun penyerapan anggaran dalam upaya pencapaian target dan

indikator capaian dapat terealisasi sampai 81,26% artinya apa yang

diharapkan dalam pencapaian program kegiatan Dinas Kesehatan

Provinsi Papua dapat tercapai. Selain itu kinerja program dan kegiatan

serta keberhasilan pembanungan kesehatan diukur dengan nilai raport

kinerja selama dua tahun berturut –turut yaitu dari tahun 2015, 2016

dan 2017 serta di tahun 2018 menunjukan terjadinya peningkatan

kinerja pembangunan kesehatan dikabupaten / kota. Menurunya

angkat kematian ibu dan anak, semakin banyak penderita HIV/AIDS

yang ditemukan dan mendapat terapi ARV, Pengobatan TBC yang

meningkat, kusta, frambusia yang semakin baik dalam hal pengobatan

namun ada beberapa kabupaten/kota yang masih sulit karena
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jangkauan wilayah, menempatkan tenaga kesehatan di puskesmas

puskesmas terpencil dengan program kaki telanjang, terapung dan

terbang, meningkatkan angaran kesehatan ditahun –tahun

sebelumnya, perluasan akses masyarakat terhadap layanan

kesehatan gratis melalui program kartu papua sehat, pendirian lima

rumah sakit regional di lima wilayah adat serta masih banyak program

–program strategis lainnya, serta meningkatnya cakupan pelayanan

imunisasi secara perlahan. Namun kami juga menyadari bahwamasih

terdapat masalah pada pembagian kewenangan sehingga apabila

muncul permasalahan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Selalu

disalahkan disorot atau mendapat sorotan secara terus menerus

padahal jika melihat alokasi anggaran OTSUS sudah 80 %

dikabupaten/kota dan 20 % di Provinsi, anggaran Dana Alokasi

Khusus ( DAK ) Cukup Besar di Kabupaten/kota, dana bantuan

Operasional Kesehatan ( BOK ) Non Fisik untuk puskesmas yang

semakin Besar dalam kurun waktu tahun  2015, 2016, 2017 serta

tahun 2018 seharusnya kinerja kabupaten dalam pelayanan

kesehatan semakin baik.

2.4 . Rekomendasi Catatan Strategis

Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan agar

masyarakat benar –benar menerima manfaatnya dengan adanya

anggaran yang cukup besar di 29 kabupaten/kota.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD tahun 2019 dengan rancangan

awal usulan RKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua  sesuai tabel

terlampir.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran
Sesuai Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2013–

2018 telah ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan  Provinsi Papua, dengan

Visi “ PAPUA SEHAT MENUJU PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN

SEJAHTERA”, maka dalam matrik berikut dijabarkan mulai dari Misi,

Tujuan dan

Sasaran, yakni : Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Papua periode 2013-2018 ditetapkan sebagai pelembagaan atas visi dan

misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih yaitu :

Papua bangkit mandiri dan sejahtera.

3.2. Visi dan Misi SKPD
Berangkat dari visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2013-2018, maka

dalam merumuskan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Papua

diwujudkan dengan bahasa yang mudah diterjemahkan dan dipahami oleh

masyarakat sehingga keadaan dan kondisi yang dilakukan bisa terlihat

secara nyata dalam wujud visi dan misi SKPD.

Visi pembangunan merupakan gambaran kondisi masa depan

pelayanan kesehatan yang dijanjikan untuk diwujudkan dalam kurun

waktu 2013-2018. Misi merupakan suatu kondisi yang dijanjikan untuk

diubah sebagai kondisi dasar untuk pencapaian  visi pembangunan

tersebut. Visi pembangunan Kesehatan juga mengacu kepada arah

kebijakan Kesehatan Provinsi, sehingga akan terdapat benang merah

dengan tahapan pencapaian cita-cita masyarakat Papua dalam jangka

panjang. Visi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah : Papua

sehat menuju papua bangkit mandiri dan sejahtera.

Dari visi yang telah dirumuskan diatas dapat diartikan sebagai berikut:
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PAPUA SEHAT

Papua Sehat adalah perwujudan dari upaya dalam penanganan

masalah-masalah yang ada di bidang Kesehatan di Papua yaitu Derajat

Kesehatan, Upaya Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.

Perumusan visi Papua Sehat menjamin bahwa masyarakat yang ada di

Papua khususnya Orang Asli Papua berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik dan berhak untuk mendapatkan hidup sehat.

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi

sebagai kesadaran kontemplative kolektif untuk melepaskan diri dari

label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas

hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan

harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-

Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas,

maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam

berbagai Level dan Bidang Pembangunan. Dimana orang Papua

mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai

sektor Pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas

hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan

kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan

didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa Kewirausahaan

(entrepreneurship) serta Ekonomi kampung tumbuh dan berkembang.

Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya

berbagai sektor unggulan Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan,

perkanan dan peternakan  sektor kehutanan dan pariwisata harus
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dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan

dan memastikan tersedianya lapangan kerja. Serta didukung

pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi

daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua

pada sektor dan sub-sektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Terwujudnya semua masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat

memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya

terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki

rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga

menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki

pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Secara sederhana,

sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan satu apapun, perasaan

aman sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala macam

gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat

dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa

takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah,

tapi juga menjangkau segi batin. Dalam konteks makro, pembangunan

daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan

penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang

memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta

memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, untuk mencapai Papua Sehat menuju Papua Bangkit,
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Mandiri, dan Sejahtera, maka rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi

Papua telah ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

1.Meningkatkan pelibatan  peran serta masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam pembangunan kesehatan.

2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan  yang merata, bermutu,

terjangkau, dan berkeadilan.

4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit penyakit menular, tidak

menular, dan penyakit terabaikan.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan

3.3 Program Kegiatan

Adapun program dalam renja tahun 2020 kegiatan terlampir dalam renja

ini.

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran SKPD merupakan suatu proses

transformasi dan penjabaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada

sesuatu bentuk yang lebih jelas dan terarah. Oleh karenanya, tujuan dan

sasaran SKPD harus memuat rencana dan dimensi waktu yang realistik

untuk mencapai visi dan misi SKPD.

Perumusan   tujuan   dan   sasaran   merupakan   salah   satu

tahap perencanaan kebijakan (policy  planning) yang sangat penting

dalam penyusunan  Renstra SKPD.  Rumusan  tujuan dan sasaran

menjabarkan    visi  dan  misi  yang telah ditetapkan  secara  teknokratis

dan partisipatif untuk memudahkan  operasionalisasi dari visi dan misi

tersebut  Dalam  konteks  ini,  tujuan  dan  sasaran merupakan  dampak

(impact)  dari keberhasilan  pelaksanaan berbagai  program  prioritas yang
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terkait. Sedangkan program merupakan hasil (outcome) dari kegiatan

yang dilaksanakan. Dan kegiatan itu sendiri merupakan output yang

dihasilkan dari pelaksanaan perencanaan dan penganggaran (input).

3.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan  rencana pembangunan

kesehatan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat stretagis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat

dipertanggung-jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan

analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika

eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi

dengan baik maka pemerintah daerah akan dapat

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka

panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai

permasalahan kesehatan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh

yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan pelayanan kesehatan

serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai

peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk

untuk mengantisipasi berbagai ancamannya.
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Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal

yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang

besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada

lima tahun mendatang. Isu-isu strategis kesehatan adalah isu-isu

pelayanan kesehatan yang jika diprioritaskan penanganannya maka

peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun

mendatang akan lebih besar dan lebih pasti ditetapkan dalam 15 program

prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Propvinsi

Papua pada tahun 2018 yang dilanjutkan pada pembangunan di tahun

2019, sesuai dengan Misi pembangunan kesehatan yang telah

dirumuskan dan tujuan serta sasaran untuk periode tahun 2013 -2018

menentukan strategi pelaksanaan sebagai berikut terlampir.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Kerangka Pendanan

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung program kegiatan dalam

rencana kerja tahun 2020 yang mendukung prioritas pembangunan daerah

untuk sektor kesehatan sebagai mana terlampir dalam tabel.



26

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dibuat ditahun

Tahun  2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020

merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Papua 2013– 2018 sebagai acuan awal penyusunan rencana kerja tahun 2020 yang

disusun tahun 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target

dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi PapuaTahun 2020 sebagai

dasar evaluasi penyusunan rencana kerja tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai bahan dalam

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu ( tahun 2019 ).

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun

2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran

dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi

Papua maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi yang sama.Selain itu fokus

pembiayaan di tahun 2020 untuk sektor kesehatan lebih difokuskan dalam rangka

belanja yang mendukung pelaksanaan PON di Papua seperti pelatihan-pelatihan

sumberdaya kesehatan, penyediaan sarana/prasarana kesehatan seperti rumah

sakit, puskesmas perawatan dalam rangka mendukung PON 2020 yang berpusat di

Kota Jayapura, kabupaten jayapura, mimika, dan merauke.


